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ABSTRAK

Judul Skripsi “ Strategi Kepatuhan Hukum Dalam Penerapan Environmental, Social,
And Governance (Esg) Guna Mendorong Positive Profile Perusahaan Terhadap
Investor”. Dalam Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG)
_semakin penting bagi perusahaan dalam menciptakan citra positif di mata investor.
Strategi kepatuhan hukum dalam penerapan Environmental, Social, and
Governance (ESG) menjadi faktor krusial dalam membangun profil positif
perusahaan di mata investor. ESG tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan
terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi indikator
penting dalam pengambilan keputusan investasi. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis berbagai regulasi dan standar hukum
yang terkait dengan ESG dari hukum positif Indonesia dan strategi kepatuhan
hukum perusahaan terhadap implementasi prinsip-prinsip ESG. Jenis Penelitian
yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepatuhan hukum yang konsisten yang' berpacu pada
perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti Corporate Governance pada
prinsip ESG tidak hanya mengurangi risiko litigasi dan reputasi, tetapi juga
meningkatkan kepercayaan investor, yang pada akhimya mendorong pertumbuhan
dan stabilitas perusahaan. Dengan demikian, integrasi strategi kepatuhan h_uk(un
dalam kerangka ESG dapat menjadi alat efektif untuk membangun profil positif
perusahaan dan menarik minat investor yang terlindungi oleh hukum berorientasi
pada keberlanjutan.

Kata Kunci: ESG, Kepatuhan Hikum, Perusahaan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan Environmental, Social, And Governance (selanjutnya
disingkat ESG) dalam strategi meningkatkan investasi menjadi semakin relevan
pada era modern ini. Kesadaran akan isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim
dan degradasi ekosistem, serta isu-isu sosial seperti kesenjangan ekonomi dan
keadilan sosial, telah menjadi pertimbangan signifikan di kalangan investor
global termasuk Indonesia. Investor kini mulai menyadari bahwa keputusan
investasi mereka tidak hanya berdampak pada keuntungan finansial saja, tetapi
juga pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal tersebut didukung oleh telah
banyaknya pamflet dan peringatan keras akan iklim yang terus menghantui
masyarakat dan berujung pada keterlambatan perusahaan dan masyarakat.!

Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik ESG
dan berkomitmen jangka panjang cenderung menunjukkan kinerja keuangan
yang lebih baik kedepannya.? Begitupun juga dengan pemikiran investor,
Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan
lingkungan, melihat hal ini bukan hanya sebagai kewajiban etis, tetapi juga
sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai faktor yang hanya  dapat

meningkatkan nilai jangka panjang investasi mereka.

! Angela Merici dkk, “Environmental, Social dan Governance (ESG) dan kinerja Keuangan
Perusahaan Publik di Indonesia”, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi (April 2023), HIm 20.
2 1bid.



Hal tersebut berdasarkan perusahaan global secara umum menyoroti
kinerja sosial mereka, sementara 90% dari 250 perusahaan global secara sukarela
mengungkapkan lebih banyak informasi tentang ESG dari yang diwajibkan oleh
hukum. Standar sukarela dan transnasional untuk praktik-praktik sosial dan
lingkungan terbaik berkembang pesat di hampir semua industri, banyak
diantaranya memiliki skema sertifikasi dan persyaratan terkait untuk pengesahan
atau audit pihak ketiga. Inisiatif-inisiatif sukarela ini semakin banyak dilengkapi
dengan tindakan pemerintah domestik dan multilateral untuk mendorong atau
mengharuskan perusahaan untuk lebih memperhatikan konsekuensi sosial dan
lingkungan dari tindakan mereka dan untuk mengungkapkan lebih banyak
informasi tentang konsekuensi tersebut.?

Dampak untuk investor adalah investor lebih memperhatikan risiko
lingkungan hidup dan sosial dalam portofolio perusahaan dalam beberapa tahun
terakhir, sehingga perusahaan lebih memperdulikan terhadap tanggung jawab
perusahaannya baik dari sikap dan kebijakannya. Meskipun tren tersebut
menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan telah mendapatkan tempat
dalam kegiatan perusahaan dan investor arus utama, tempat tersebut masih
diperdebatkan, baik dalam teori maupun praktik. Segala sesuatu mulai dari
sejarah tanggung jawab perusahaan, kepentingannya, dampaknya, dan
legitimasinya dapat dipertanyakan, tergantung pada sistem tata kelola

perusahaan yang mendasari negara yang bersangkutan, bagaimana negara

3 Cynthia A. Williams, Corporate Social Responsibility and Corporate Governance, The
Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, (Mei 2018), HIm 2.



mengatur penyediaan kesejahteraan sosial, hubungan negara dengan pasar, dan
bahkan teori tentang sifat perusahaan yang dianutnya.

Tanggung jawab korporasi terlalu kuat sekaligus terlalu lemah. Terlalu
kuat yang dimaksud dalam penegasan peran sosial korporasi dan direksi
korporasi untuk dapat hidup berdampingan secara nyaman dengan pandangan
peran ekonomi murni korporasi dalam sistem tata kelola korporasi yang berfokus
pada pemegang saham. Namun, terlalu lemah bagi akademisi yang memiliki
pandangan sebagai pemangku kepentingan korporasi yang prihatin dengan
masalah global yang dianggap telah membantu menciptakan dalam perubahan
iklim, degradasi lingkungan, kondisi kerja yang eksploitatif, dan ketidaksetaraan
ekonomi yang semakin parah.*

Dengan demikian, Penerapan ESG dalam perusahaan diharapkan akan
memberikan dampak positif bagi perusahaan dan meningkatkan daya tarik bagi
investor di tengah persaingan bisnis yang sangat tinggi. Namun, dalam proses
kegiatannya, perusahaan harus berbagai kepentingan bukan hanya keuntungan
semata bagi perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah dampak
lainnya agar memberikan dampak positif bagi perusahaan. Penerapan ESG
bukan hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan tetapi jika tidak
dikontrol dengan baik akan memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan

itu sendiri dan mempengaruhi pertimbangan investor untuk berinvestasi di

* 1bid.



perusahaan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam
standarisasi prinsip ESG.®

Ketiganya adalah Governance (kepatuhan dan tata tertib), lingkungan
(analisis risiko lingkungan) dan social (analisis risiko sosial) yang timbul akibat
dari keberlangsungan aktivitas operasional perusahaan. Dari segi Governance,
kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tata tertib
peraturan internal perusahaan akan memberikan dampak positif untuk
perusahaan. Misalnya hal tersebut akan mendorong positif profil suatu
perusahaan dengan investasi dari calon investor.

Segi Environmental, seyogyanya harus termasuk ke dalam strategi suatu
perusahaan karena lingkungan adalah suatu aspek penting dalam kelangsungan
hidup perusahaan, dimana hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab sosial
perusahaan dalam menjalankan usahannya. Dengan adanya strategi perusahaan
dari segi dampak lingkungan akan juga memberikan dampak positif terhadap
positive branding suatu perusahaan yang pada akhirnya akan mendorong profit
suatu perusahaan dan juga mendorong positive profile dari segi investasi.

Sedangkan dari segi social, hal yang paling penting adalah strategi
perusahaan untuk mendukung pihak-pihak yang bekerja di perusahaan,
suppliers, para pemegang saham, dan juga masyarakat terkait. Seperti halnya

dengan faktor lingkungan dan governance, social impact akan juga mendorong

% Diana Glassman, Missing Metrics That Matter to Investors: How Companies Can Develop
ESG Financial Value Creation Metrics, Journal of Environmental Investing (Agustus 2017), him
208.



positive branding suatu perusahaan yang pada akhirnya akan mendorong profit
suatu perusahaan.

Pengukuran ESG sendiri menggunakan strategi tiga kali penguatan yang
mencakup tiga muatan matriks utama mengenai perusahaan yaitu tiga pilar
keberlanjutan Environmental, Social, And Governance. The Environmental pilar
melingkupi orientasi dan praktis terhadap masalah lingkungan dari perusahaan
itu sendiri. Pilar ini diukur dari aktivitas perusahaan menurut konsumsi energi,
efisiensi energi, emisi gas, pembuangan air, dan manajemen sumber daya. Pilar
sosial menyangkut strategi perusahaan yang berkaitan dengan perlindungan hak
asasi manusia, keselamatan kerja dan produk, standar tenaga kerja, kebijakan
gender, dan isu-isu kesehatan masyarakat. Yang terakhir pilar Governance, pilar
tata kelola dilihat dari faktor yang berhubungan dengan good governance
companies seperti independensi dewan, perlindungan terhadap hak-hak
pemegang saham, kegiatan pengendalian dan pengawasan, prosedur anti
persaingan usaha, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan.®

Namun hal tersebut, haruslah dibarengi dengan pengendalian hukum
yang berlaku di Indonesia, ESG sendiri belum memiliki dasar hukum yang
mengaturnya tetapi jika diacu pada perundang-undangan Indonesia ESG
memiliki acuan hukum yang mengatur dari ketiga di perusahaan antara lain,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang

Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan

® 1bid, him 209.



Perusahaan Publik. Ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Perusahaan yang menerapkan ESG juga memberikan dampak positif bagi
lingkungan yang diatur dalam Konvensi Paris Mengenai Perubahan Iklim
Melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The
United Nation framework convention on climate change.’

Pada pengaturannya, ESG sendiri belum memiliki regulasi tersendiri
yang mengaturnya tetapi konsep dari ESG itu sendiri sebenarnya telah ada dari
beberapa perundang-undangan yang ada. Dari pilar Environmental, dilihat pada
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH), seperti pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
membahas sebelum sebuah perusahaan memulai operasinya haruslah terlebih
dahulu sesuai dengan perundang-undangan terlebih dalam aspek lingkungan
hidup seperti dalam pengaturan pembuangan limbah yang harus memenuhi
standar tertentu seperti Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLK).® selain itu,
BMLK harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah
daerah, memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti eksploitasi
SDA dan proses serta kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi alam wajib

untuk AMDAL. Lebih dari itu, pada Pasal 34 UU PPLH membahas perusahaan

" Hukum Online, Yuk Pahami Environmental, Social and Governance (ESG) dalam Praktik
Hukum Bisnis, https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-environmental--social-and-
governance-dalam-praktik-hukum-bisnis-1t631307345dca3/, diakses pada 3 September 2024.

8 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup
(PPLH), UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 20.



https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-environmental--social-and-governance-dalam-praktik-hukum-bisnis-lt631307345dca3/
https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-environmental--social-and-governance-dalam-praktik-hukum-bisnis-lt631307345dca3/

yang tidak termasuk kategori usaha yang membutuhkan Amdal, maka usaha
tersebut wajib memiliki UKL-UPL. Adapun apabila perusahaan yang
melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan
dan pemulihan fungsi lingkungan hidup serta pemegang persetujuan lingkungan
juga wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup.®

Kedua, Pilar Social yang harus diterapkan sebuah perusahaan agar
berkontribusi terhadap kehidupan sosial di sekitarnya seperti peraturan dalam
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada perusahaan BUMN yang
melakukan pengadaan tanah terutama dengan tujuan kepentingan umum,
diwajibkan untuk memberikan kompensasi berupa ganti kerugian kepada
masyarakat yang tanahnya akan digunakan. Adapun juga dengan Pasal 88
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengharuskan kontribusi
perusahaan selain mencari keuntungan, perusahaan juga harus berkontribusi
terhadap kesejahteraan masyarakat dengan cara membuka lowongan pekerjaan
dan membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan perekonomiannya.®
Demi mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pekerjaan,

perusahaan wajib memberikan upah yang layak sesuai peraturan perundang-

® Klik legal, Implementasi Environmental, Social and Governance (ESG) di Indonesia:
Apakah Dapat Diterapkan Dalam Perusahaan di Indonesia., https:/kliklegal.com/implementasi-
environmental-social-and-governance-esg-di-indonesia-apakah-dapat-diterapkan-dalam-
perusahaan-di-indonesia/, diakses pada 3 September 2024.

10 Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No.
39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 88.
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undangan. Seperti pemberi upah diatas UMP/UMK yang ditetapkan oleh
gubernur dan memberikan upah kerja lembur.!

Ketiga, Governance atau tata kelola pada perusahaan. Pilar Governance
memiliki titik fokus kepada cara perusahaan memiliki pengelolaan yang baik
terhadap internal perusahaan tersebut. Pilar ini juga membahas mengenai
manajemen dan juga kepatuhan dari perusahaan itu. Hal tersebut diukur dari
keterbukaan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemegang
saham, kreditur, pemerintah, penyidik hukum dan lain-lain. Sebagai contoh
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT).1? Pada Pasal 66 UU PT direksi diharuskan untuk menyampaikan
laporan tahunan kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku
perseroan berakhir. Adapun mengenai independensi yang mengharuskan
perusahaan harus dikelola secara mandiri sehingga tidak ada dominasi dan juga
intervensi dari pihak lain. Organ-organ perusahaan seperti direksi, komisaris dan
juga RUPS harus bersifat independen, tidak terpengaruh oleh sebuah
kepentingan tertentu, tidak adanya conflict of interest sehingga dapat membuat
sebuah keputusan yang objektif.!3

Lebih  lanjut, Akuntabilitas perusahaan juga harus dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai

perusahaan, dan strategi perusahaan. Seperti contohnya dalam Pasal 92 UUPT

1 1bid.

12 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN
No. 106 Tahun 2007, TLN No. 3699, Ps. 66.

3Nabila Nurdiati dkk., “The Effect of Environmental, Social, Governance (ESG)
Disclosure on Company Performance”, FORKOMSA: Proceeding of International Students
Conference on Accounting and Business. (2023) him 609-624.



dikatakan bahwa direksi bertugas menjalankan pengurusan PT demi kepentingan
PT dan sesuai dengan maksud serta tujuan PT.* Hal tersebut juga tidak luput
dari tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, kreditur, masyarakat
dan lingkungan untuk mendukung usaha tersebut agar dapat berjalan dalam
jangka waktu yang panjang.®®

Berdasarkan hal tersebut, ESG yang merupakan pilar utama yang ada
pada perusahaan diharapkan bisa meningkatkan positive profile perusahaan
berupa membangun citra positif dimata publik. Para praktik bisnis juga didorong
untuk bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk mengadopsi praktik
berwawasan sosial dan lingkungan untuk membuka peluang investasi baru yang
dapat mendukung pertumbuhan perusahaan yang diawasi dengan tata kelola
yang baik dalam perusahaan itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk menerapkan ESG diperlukannya strategi yang
baik bukan hanya dari segi tata kelola perusahaan tetapi juga dari pengendalian
dan pemahaman yang cukup mengenai aturan dalam hukum bisnis yang
bersangkut paut dengan ESG. Dengan strategi penerapan ESG dalam hukum
bisnis dapat mengendalikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan
membawa dampak yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Hal
tersebut juga tidak luput dari pertimbangan investor untuk berinvestasi di

perusahaan Indonesia.

4 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN
No. 106 Tahun 2007, TLN No. 3699, Ps. 92.
15 Nurdiati dkk, ESG Disclosure on Company Performance, him 610.
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B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Penerapan Environmental, Social, And Governance (ESG)
Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia ?

Bagaimana Strategi Kepatuhan Hukum Dalam Penerapan Environmental,
Social, And Governance (ESG) Guna mendorong positive profil perusahaan

terhadap investor ?

C. Tujuan Penulisan

1.

Untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan Environmental, Social, And
Governance (ESG) Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.

Untuk menganalisis dan Meningkatkan Strategi Kepatuhan Hukum Dalam
Penerapan Environmental, Social, And Governance (ESG) Guna

mendorong positive profil perusahaan terhadap investor.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

a. Dari segi teori, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan
kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan, khususnya
dalam pengembangan hukum perdata yang adil dan koheran.

b. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan untuk
penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan

kegunaan yang dapat diperoleh:
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Bagi penulis dan mahasiswa hukum, memberikan pemahaman dan
wawasan mengenai hukum perdata khususnya penerapan ESG yang
akan diterapkan di perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menunjang
keberlanjutan lingkungan dan sosial serta meningkatkan investor asing.
Bagi Masyarakat, memberikan tambahan pengetahuan mengenai ESG
yang juga berisi hak dan kewajiban perusahaan dalam penerapannya
dan juga memberikan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat
sebagai karyawan dalam pemenuhan hak sosial di perusahaan.

Bagi Perusahaan, memberikan peluang bagi perusahaan dalam
membangun reputasi yang kuat di mata konsumen dan investor,
Perusahaan dianggap lebih bertanggung jawab dan berkomitmen
terhadap keberlanjutan, yang dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan
dan dapat menarik investor yang peduli dengan isu-isu sosial dan
lingkungan.

Bagi investor, memberikan kesempatan kepada investor untuk dapat
mengindentifikasi dan mengelola risiko non-keuangan, termasuk risiko
perubahan iklim dan reputasi hak membantu melindungi investasi dari
kerugian yang mungkin terjadi akibat masalah lingkungan atau sosial.
Bagi pemerintah, menggunakan informasi dari laporan ESG untuk
merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait lingkungan dan sosial.
Dengan memahami dampak dari kegiatan perusahaan, pemerintah

dapat membuat regulasi yang mendukung keberlanjutan.
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E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan ini, penulis batasi mengenai hubungan
hukum dan aturan hukum bisnis antara ESG sebagai personal positive branding
perusahaan dengan tetap mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia terutama dalam ketaatannya dalam tata kelola perusahaan
untuk meningkatkan investor dengan menaati hukum positif di Indonesia itu
sendiri.
F. Kerangka Teori
Dalam mengartikan teori, Fred N. Kerlinger dalam bukunya Foundation
of Behavioral Research menjelaskannya sebagai seperangkat konsep, batasan
dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena
dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan
memprediksi gejala tersebut.'® Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa
latin berarti “perenungan” dalam bahasa yunani “thea” secara hakiki
menyiratkan sesuatu yang disebut realitas.!’” Menurut Sarantakos teori dibangun
dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan
dan menjelaskan suatu fenomena.*® Yang jadi kerangka teoritis dalam penelitian

ini adalah:

16 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif &
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him 134.

17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, HIm 79.

18 Dewata dan Achmad, Dualisme Penelitian Normatif & Empiris, him 134.
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1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua makna yang pertama adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum
bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan adanya
konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan
putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa telah diputuskan.!®

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan
hukum yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya dan keputusan harus dapat dilaksanakan.?® Meskipun
kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik
dengan keadilan. Hukum sendiri bersifat umum, mengikat setiap orang,
bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyekitf,
individualistis dan tidak menyamaratakan.?! Kepastian hukum merupakan
pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat
memastikan bahwa hukum dilaksanakan dalam memahami nilai kepastian

hukum yang harus diperhatikan bahwa hal tersebut mempunyai relasi yang

19 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,
2008) Him. 158.

20 M. Sulaeman Jaluli, Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam (Yogyakarta:
Deepublish, 2015) Ed. I, Cet. 1 HIm.52

21 |bid.
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erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam
mengaktualisasikan pada hukum positif.

Berdasarkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo diatas yang
mengatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat
berjalan dengan semestinya yang berarti setiap individu atau badan hukum
memiliki hak akan mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.?2
Begitupun dengan ESG, dalam hukum positif di Indonesia ESG belum diatur
dalam perundang-undangan secara khusus, tetapi prinsip-prinsip ESG sudah
diadopsi dan tersebat di berbagai peraturan di Indonesia.? Prinsip-prinsip
ESG juga diharapkan wajib diterapkan di perusahaan dalam melangsungkan
kegiatan usahanya secara berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial
dan tata kelola perusahaan. Maka dari itu, untuk memberikan rasa aman akan
rakyat Indonesia dan kepatuhan dari penerapan ESG ini diperlukan adanya
pembangunan kepatuhan hukum dalam praktik Hukum Bisnis dalam
penerapan ESG untuk kepastian hukum di Indonesia itu sendiri.

2. Teori Kemanfaatan Hukum
Jeremy Bentham dikenal sebagai tokoh pertama yang mencetuskan
aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan,
kesenangan, dan kesusahan. Jadi, manusia mampu mempunyai gagasan untuk
membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari

kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan seharusnya

22 | bid.

23 Hukum Online, Belum diatur Khusus, Regulasi ESG Tersebar di Berbagai Peraturan,
https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-diatur-khusus--requlasi-esg-tersebar-di-berbagai-
peraturan-1t65f9d2f8dde80/# diakses pada 12 September 2024.
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menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-
undang.?*

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum
melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak
secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip
keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian, keberadaan
hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum
melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna
bagi setiap orang tanpa terkecuali.?®

Teori Kemanfaatan hukum berpendapat bahwa hukum harus dirancang
untuk meningkatkan kemanfaatan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan
ESG dapat meningkatkan Kkinerja keuangan perusahaan dengan cara
mengurangi risiko, meningkatkan reputasi perusahaan, dan memperoleh
akses ke modal dan investasi yang lebih baik.?® Dengan meningkatnya
investor yang baik di Indonesia akan membuat investor semakin tertarik pada
perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, sehingga
meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, dengan adanya penerapan ESG di lingkungan Hukum

bisnis akan memberikan transpalaransi dan pelaporan perusahaan yang

24 Farhani, et all. Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme,
(Solo: Kafilah Publishinh, 2018), HIm 90.

%5 Ibnu Artadi, “Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan”,
Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, him 74.

%6 ECO.EDU.id (Pusat Pelatihan Lingkungan), Mengenal Konsep, Prinsip dan Pentingnya
Environmental, Social, and Governance (ESG), https://www.ecoedu.id/mengenal-konsep-prinsip-
dan-pentingnya-environmental-social-and-governance-esg/ diakses pada Tanggal 16 September
2024.
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diharapkan untuk melaporkan kinerja ESG secara teratur, memungkinkan
pemangku kepentingan untuk menilai kemajuan dan mengambil keputusan
yang tepat. Hal tersebut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ESG, yang
pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.?’
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah
yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian.
Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu
fenomena.?®
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah tipe penelitian normatif-yuridis, Pendekatan yang dilakukan dengan
cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau
pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah
dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian
normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian

yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap

27 1bid.
28 Muhammad Siddigq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, (Aceh:
Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), him 2.
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pengergian-pengertian atau dasar dalam hukum.?® Jenis penelitian ini
digunakan peneliti untuk mengkaji segala sesuatu yang berhubungan
strategi penerapan ESG dalam aturan hukum bisnis untuk mendorong
positive profile perusahaan agar peningkatan investor di Indonesia
meningkat.

2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan dan
doktrin dalam ilmu hukum, pendekatan ini penting karena pemahaman
terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dapat menjadi
landasan dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan
isu hukum yang dihadapi.3!

c. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)
Pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui

makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah

2% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2016) HIm 93.

30 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra
Utama, 2015), him 133.

31 hid.
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Peraturan perundang-undangan secara konseptual.*?
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan serta
yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.®® Bahan hukum
primer dimaksud adalah:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);

32 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Penerbit
Bayumedia Publishing, 2006, him 310.

33 Sigit Sapto Nugroho, et al. Metodologi Riset Hukum (Madiun: Oase Pustaka, 2020), HIm
24,
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5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5256);

7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3989);

8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5871);

9) Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris
Agreement To The United Nation framework convention on climate
change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
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14)

15)

16)
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6647);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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18)

19)

20)

21)

22)
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar
dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri ( Berita negara
Tahun 2017 Nomor 146);

Peraturan Menteri BUMN (PER-02/MBU/03/2023) Tahun 223
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 262);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2021 Nomor
82);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak
Lingkungan dan lIzin Lingkungan (Berita Negara Tahun 2012);
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER-
02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam

Rangka Penyelenggaraan Keselamatan;
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26)
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28)
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
(Berita Negara Tahun 2021 Nomor 313);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017
Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (12/POJK.01/2017) Tahun 2017
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6035);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Nomor 2023 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/0JK, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/0JK);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK/2014 Tahun 2014
tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);
Dewan Komisioner dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka;
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29) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

30) Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 tentang Pedoman
Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia/ The Indonesia Corporate
Governance Manual.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh
dari hasil studi kepustakaan berupa ilmu hukum, jurnal ilmu hukum dan
internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.3
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia,

kamus hukum, media massa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, diantaranya yang
bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Penelitian ini akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan
penulisan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni metode yang

menggambarkan informasi secara deskriptif dari berbagai sumber seperti

% 1bid, him 26.
% 1bid, him 29.
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literatur, media elektronik, serta dokumen hukum primer, sekunder, dan
tersier yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.3®
5. Analisis Bahan Hukum
Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data
kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data
deskriptif. Penelitian kualitatif adalah memberikan pemahaman mendalam
tentang fenomena sosial, sementara metode kuantitatif menyediakan data
yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik.3’
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan skripsi ini menggunakan penarikan
kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu sebuah jenis paragraf yang
dikembangkan dengan pola deduksi. Dimulai dari pemaparan hal-hal yang
bersifat umum, kemudian untuk memperjelas pemaparan umum maka
ditambahkan dengan menggunakan kalimat khusus.
H. Sistematika Penulisan
Materi Penulisan ini terdiri atas empat bab dengan masing-masing bab
terdiri dari subbab yang dikembangkan apabila terdapat pembahasan yang
terperinci:
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan akan berisikan mengenai uraian latar belakang,

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup

% Rizaldy Fatha Pringgar, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul
Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Ssiwa”, Jurnal IT-EDU, Vol 05 No.
1, (2020), him 318.

37 Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, him 37.
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penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab tinjauan pustaka akan berisikan mengenai uraian kerangka
teori terhadap permasalahan yang dibahas yakni berkenaan dengan
bagaimana Implementasi Environmental, Social, And Governance
(ESG) dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana Strategi dari
ESG dalam hukum bisnis guna mendorong positive profile perusahaan
terhadap investor.

BAB Il PEMBAHASAN
Pada bab pembahasan akan berisikan mengenai uraian penerapan
Environmental, Social, And Governance (ESG) jika ditinjau dari
hukum positif di Indonesia. Kemudian, akan diuraikan tentang strategi
kepatuhan hukum ESG guna mendorong positive profile perusahaan
terhadap investor dengan melakukan penelitian pada peraturan atau
aspek-aspek yang harus dijalankan oleh perusaaan.

BAB IV PENUTUP
Pada bab penutup akan berisikan mengenai uraian kesimpulan
mengenai permasalahan-permasalahan serta saran terhadap penelitian

tersebut.
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